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Ringkasan 

Mengetahui jumlah pertumbuhan penerimaan retribusi parkir, berapa efektivity dan 

efisiency retribusi parkir dan berapa kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten 

Pamekasan adalah tujuan penelitian. Kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

dipakai dalam penelitian. Penelitian dilaksanakan atau bertempat di Badan Keu. Daerah 

(BKD) Kab. Pamekasan. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Stadion No. 58A 

Pamekasan. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir 

di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun (2015-2017) di tahun 

2015 adalah 8,48%. Di tahun 2016 turun sebesar 1,18% dari 8,48% menjadi 7,3%. Di 

tahun 2017 turun sebesar 1,96%  dari 7,3% berubah 5,34%. Tetapi di tahun 2018 

meningkat sebesar 0,85% dari 5,34% berubah 6,19%. Efektivitas penerimaan retribusi 

parkir di Kab. Pamekasan tahun 2014 adalah 121,60%, dan di tahun 2015 adalah 104%, 

di tahun 2016 adalah 105,16%, di tahun 2017 adalah 106,66%, dan di tahun 2018 adalah 

112,85%. Dengan begitu efektivitas dari penerimaan retribusi parkir di Kab. Pamekasan 

berjalan dengan efektif, karena mencapai di atas 100%. Efisiensi penerimaan retribusi 

parkir di Kab. Pamekasan di tahun 2014 sebesar 10,63%, di tahun 2015 adalah 8,87%, 

di tahun 2016 adalah 9,33%, di tahun 2017 adalah 9,79% dan di tahun 2018 adalah 

9,50%. Dengan begitu efisiensi penerimaan parking fees di Kab. Pamekasan berjalan 

dengan efisien, karena kurang dari 100%. Dan untuk kontribusi penerimaan parking 

fees pada PAD di Kab. Pamekasan di tahun 2014 - 2015 meningkat. Di tahun 2014 

adalah 1,45%, di tahun 2015 adalah 1,59%, tetapi di tahun 2016 turun sebesar 0,06% 

dari 1,59% berubah 1,53%, di tahun 2017 turun sebesar 0,35% dari 1,53% berubah 

1,18% dan di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari 1,18% berubah 

1,34%, data tersebut merupakan hasil dari penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Effectiveness, Efficiency, Contribution, Parking Levy, Regional Original 

Revenue 

 

  



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di tanggal 01/01/2001 negara kita menerapkan otonomi daerah. Dengan 

diterapkannya otonomi daerah, PemDa mempunyai kekuasaan, kekuatan atau 

otoritas seluas luasnya untuk menyelenggarakan segala urusan kepemerintahan agar 

dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap 

masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah diperlukannya modal untuk 

menjalankan segala program PemDa, salah satu sumbernya yakni P.A.D. 

Pendapatan asli daerah (P.A.D) berasal dari beberapa pemasukan diantaranya, 

adalah local tax, regional retribution, management of regional assets dan other 

local income. 

Salah satu potensi tertinggi yang menjadi sumber pemasukan daerah adalah 

retribusi daerah. Asal usul pemasukan retribusi daerah berpangkal dari pemasukan 

yang bersumber dari daerah itu sendiri, hal ini didasari oleh UU yang berlaku. 

Dengan adanya pembiayaan anggaran daerah untuk melaksanakan tugas 

kepemerintahan serta pembangunan menyebabkan pemungutan retribusi daerah 

terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat.  

Ada 3 jenis retribusi di UU No. 28/2009, tentang local tax dan regional 

retribution, bab VI retribusi pasal 108 (ayat 1) yang berbunyi “General service 

levies, licensing fees dan business services”. Salah satu potensi terbesar dalam 

penambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan yaitu retribusi parkir. 



Parking fees adalah penyetoran atau pelunasan atas pemakaian tempat yang 

penyelenggaraannya dilakukan oleh PemDa.  

Untuk mengatasi masalah yang ada, pemerintah Kab. Pamekasan berusaha 

semaksimal mungkin memberikan servis atau jasa dengan memajukan dan 

mengembangkan fasilitas yang ada. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

Pamekasan tentu memerlukan dan menginginkan anggaran yang cukup banyak 

sehingga dibutuhkan adanya kerja sama antar masyarakat, yang berupa penyetoran 

parking fees yang nominalnya ditentukan dalam PerDa. Sehingga membuat 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan Mengeluarkan kebijakan di bidang perparkiran, 

peraturan tersebut diatur dalam PerDa No. 6/2010 tentang parking fees dan parking 

services on the side of a public road. 

Dengan adanya pemberlakuan prosedur tersebut dan adanya kenaikan kuantitas 

transportasi yang memerlukan area parkir maka secara tidak langsung akan 

mengembangkan penghasilan PemDa Kabupaten Pamekasan dari pos penerimaan 

retribusi parkir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar pertumbuhan atau perkembangan penerimaan retribusi parkir di 

Kab. Pamekasan di tahun 2014 - 2018? 

2. Berapa besar efektivtas dan efisensi peneriman retibusi parkir di Kab. 

Pamekasan di tahun 2014 - 2018? 

3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir pada PAD di Kab. Pamekasan di tahun 

2014 - 2018? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memahami serta mengerti pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kab. 

Pamekasan di tahun 2014 - 2018. 

2. Memahami serta mengerti efektivtas dan efisensi penerimaan retibusi parkir di 

Kab. Pamekasan di tahun 2014 - 2018. 

3. Memahami serta mengerti kontribusi retribusi parkir pada PAD di Kab. 

Pamekasan di tahun 2014 - 2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Hasil penelitian ini dijadikan sebuah pembelajaran guna menambah wawasan 

dan pengetahuan untuk peneliti. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diinginkan bisa dibuat sebagai tumpuan untuk peneliti 

selanjutnya dan bisa menghasilkan gambaran tentang analisis penerimaan retribusi 

parkir di kantor Badan Keu. Daerah Kab. Pamekasan. 

3. Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diinginkan bisa mendukung PemDa khususnya Badan 

Keu. Daerah di Kab. Pamekasan untuk acuan dalam mengambil kebijakan 

sekaligus evaluasi terhadap kinerja BKD. 
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